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	During April until May 2020, at least the police investigated 443 cases of hate speech on social media and hoaxes related to COVID-19. This number is not even included in one of the cases of hate speech that is currently being discussed, namely the Jerinx case, for his upload on Instagram which is suspected of having defamed the Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ironically, social media is the first source of information referred to by generation Z or the digital generation. Generation Z also has a tendency to be exposed to information on social media more frequently during the COVID-19 pandemic due to restrictions on their social interactions in the real world. In fact, if used properly, social media can become an alternative media to accommodate aspirations and support the formation of an ideal democracy. Therefore, this study aims to find out how the audience’s reception of hate speech and freedom of expression in the digital world for generation Z using a qualitative approach and reception analysis from Stuart Hall.
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	Abstrak

	
	
	Selama April hingga Mei 2020, setidaknya polisi mengusut 443 kasus ujaran kebencian di media sosial dan hoax terkait COVID-19. Angka ini bahkan tidak termasuk dalam salah satu kasus ujaran kebencian yang saat ini tengah ramai diperbincangkan, yakni kasus Jerinx, atas unggahannya di Instagram yang diduga mencemarkan nama baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ironisnya, media sosial adalah sumber informasi pertama yang dirujuk oleh generasi Z atau generasi digital. Generasi Z juga cenderung lebih sering terpapar informasi di media sosial selama pandemi COVID-19 karena pembatasan interaksi sosial mereka di dunia nyata. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, media sosial bisa menjadi media alternatif untuk menampung aspirasi dan mendukung terbentuknya demokrasi yang ideal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana resepsi audienss terhadap ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi di dunia digital generasi Z dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis resepsi dari Stuart Hall.
Kata Kunci: analisis resepsi; generasi z; Instagram; kritik sosial; etika komunikasi


PENDAHULUAN
Dalam Article 19 (2018) disebutkan bahwa negara demokratis memiliki unsur-unsur seperti adanya kehadiran ruang sipil, perkembangan teknologi digital untuk mendukug kebebasan berekspresi, pers yang independen, adanya proteksi, dan transparansi yang dilakukan pemerintah. Indeks Demokrasi Indonesia (United Nations Development Programme, Indonesia, 2009) juga menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat adalah salah satu indeks untuk mengukur jalannya sistem demokrasi di Indonesia.  Kebebasan berpendapat adalah tidak adanya ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah dan masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Kebebasan berekspresi termasuk juga kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara karena diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. 

Salah satu bentuk dari kebebasan berekspresi adalah kritik sosial. Kritik sosial adalah salah satu bentuk komunikasi yang bertujuan menyatakan pendapat atau mengkritisi fenomena-fenomena sosial, politik, hukum, budaya dan ekonomi. Dalam praktiknya, kritik sosial bisa disampaikan melalui berbagai macam saluran komunikasi. Di Indonesia kritik sosial pernah disampaikan melalui media massa konvensional seperti program televisi Sentilan-Sentilun di Metro TV, puisi-puisi yang dibuat oleh WS Rendra dan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Iwan Fals (Angkawijaya, 2017). Di era digital, kritik sosial disampaikan melalui saluran komunikasi yang lebih beragam. Misalnya saja, akun Youtube @SkinnyIndonesian24 yang mengkritik kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui musikal yang berjudul “DPR Musikal” dan unggahan kontroversial di Instagram seperti yang dilakukan oleh akun @jrsxid mengenai “IDI Kacung WHO”. 

I Gede Ari Astina atau yang dikenal sebagai Jerinx (drummer dari kelompok musik “Superman Is Dead”) menyampaikan kritiknya terhadap penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia. Melalui akun Instagram @jrxsid (akun ini telah dihapus oleh Instagram), ia menuliskan pendapatnya mengenai mekanisme kinerja dari pihak medis (dokter) yang ada di salah satu rumah sakit di Indonesia pada masa pandemi ini. Namun, di dalam unggahannya tersebut, Jerinx juga menyebut organisasi IDI sebagai "Kacung WHO” (tirto.id, 2020). Hal ini lantas mengundang pelbagai opini pro-kontra dari berbagai elemen masyarakat. Adapun postingan Jerinx dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 1.1. Unggahan Jerinx di Instagram

Sumber: https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/?igshid=11v5buinuxm3g

Awalnya, Jerinx menjelaskan bahwa unggahan tersebut ia publikasikan sebab ia sering mendapatkan laporan dari masyarakat melalui Dirrect Message (DM) Instagram (khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah) bahwa mereka sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan medis akibat adanya prosedur rapid test (kumparan.com, 2020). Jerinx pun mengatakan bahwa jikalau dikumpulkan, setidaknya terdapat ribuan aduan yang telah ia terima (kompas.com, 2020). Selain itu, hal yang melatarbelakangi Jerinx mempublikasikan ungahan tersebut ialah lantaran ia sering membaca berita-berita di media tentang prosedur rapid test yang mempersulit ibu hamil ketika hendak melahirkan (kompas.com, 2020). Sehingga, ia mengaku bahwa unggahan tersebut ia tujukan sebagai bentuk kritik dan empatinya terhadap masyarakat (kumparan.com, 2020). Akan tetapi, karena unggahannya dinilai “menyinggung” organisasi IDI, maka I Gede Putra Suteja (ketua IDI Bali) pun melaporkan Jerinx ke Polda Bali atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian (kompas.com, 2020). Hal inilah yang menyebabkan kasus Jerinx menjadi viral dan ramai diperbincangkan.

Atas postingan yang diunggahnya di Instagram tersebut, Jerinx kemudian memohon maaf sebagai bentuk simpatinya terhadap dokter-dokter yang tergabung dalam IDI (detik.com, 2020). Selanjutnya, Jerinx pun mengakui bahwa ia sama sekali tidak memiliki kebencian dan tidak bermaksud menyakiti perasaan anggota IDI, serta tidak berupaya untuk menghancurkan IDI (detik.com, 2020). Akan tetapi, bak nasi sudah menjadi bubur, Jerinx tetap harus mengikuti rangkaian proses pemeriksaan. Adapun setelah menjalani proses peradilan di Pengadilan Negeri. Denpasar, Jerinx langsung ditahan di Rutan Polda Bali (kompas.com, 2020). Tak hanya itu, atas unggahannya yang menyebut “IDI kacung WHO” tersebut, Jerinx divonis dengan hukuman satu tahun dua bulan penjara serta denda sebesar Rp10.000.000,00 pada tanggal 19 November 2020 lalu (antaranews.com, 2020). Atas postingan yang diunggahnya di Instagram tersebut, Jerinx kemudian memohon maaf sebagai bentuk simpatinya terhadap dokter-dokter yang tergabung dalam IDI (detik.com, 2020). Selanjutnya, Jerinx pun mengakui bahwa ia sama sekali tidak memiliki kebencian dan tidak bermaksud menyakiti perasaan anggota IDI, serta tidak berupaya untuk menghancurkan IDI (detik.com, 2020). Unggahan Jerinx di Instagram membuat dia ditahan oleh aparat kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik. 

Teks pada media massa akan memperoleh makna pada saat audiens melakukan penerimaan atau reception. Khalayak dikatakan tidak hanya diposisikan sebagai konsumen tapi juga sebagai produsen makna yang aktif. Analisis resepsi berfokus pada bagaimana khalayak yang berbeda memaknai isi media (Ahmad Toni & Fajariko, 2018). Menurut McQuail (dalam Angkawijaya, 2017), khalayak aktif tidak akan menerima pesan yang diproduksi oleh media begitu saja. Pesan bisa ditangkap secara berbeda bergantung pada pemahaman dan faktor sosio kultural masing-masing individu. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin menjelaskan pemaknaan generasi Z mengenai kritik sosial dalam unggahan “IDI Kacung WHO” di akun Instagram @jrxsid.

METODE 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yang akan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk narasi, tabel dan grafik. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan permasalahan. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah empat (4) orang. 

Informan 1 merupakan mahasiswi berusia 20 tahun yang tertarik dengan isu-isu lingkungan, politik, dan aktif menggunakan Instagram. Informan 2 yang merupakan seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang tertarik dengan bidang olahraga dan mengikuti isu perkembangan COVID-19 di Indonesia. Informan 3 merupakan mahasiswa berusia 21 tahun yang tertarik dengan isu demokrasi dan mengikuti informasi seputar COVID-19 dari akun resmi Pemerintah, akan tetapi tidak menjadi followers Jerinx. Informan 4 adalah seorang mahasiswi berusia 20 tahun yang tidak aktif di Instagram dan bukan merupakan followers Jerinx. 

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan generasi Z yang pernah melihat unggahan akun Instagram Jerinx terkait IDI. Teknik pengumpulan data ini dianggap efektif untuk mengetahui secara mendalam pengalaman masing-masing informan dalam memaknai pesan dari yang mereka lihat di Instagram. Analisis resepsi digunakan untuk menganalisa data penelitian dengan mengklasifikasikan informan ke dalam dominant-hegemonic position, negotiated position, atau oppositional position (Pertiwi, 2020:3). Kemudian kebsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data yaitu peneliti melakukan verifikasi dan validasi data dari beberapa sumber data.
KAJIAN LITERATUR

Kritik Sosial di Era Digital

Dalam pandangan Balkin (dalam Arsyad & Nadjib, 2011) era digital memperluas partisipasi individu untuk terwujudnya budaya demokratis. Menurut Shirky (dalam Rahmawati, 2016), media sosial telah berperan memperkuat ide dan praktik kebebasan. Dengan media sosial kini siapa pun memiliki kebebasan politis seperti kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Media sosial juga menyebarluaskan gagasan tiap-tiap orang hingga melampaui loyalitas dan membuat mereka terhubung satu sama lain. Menurut Hasfi et al. (2017) keberadaan media sosial telah menjamin kebebasan berekspresi bagi masyarakat Indonesia, namun di sisi lain memunculkan permasalahan terutama problematika transparansi dan akuntabilitas informasi yang dibawa. 

Kritik adalah mekanisme yang bermanfaat untuk menjalankan kontrol yang dapat ditujukan kepada pemerintahan negara, seperti partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya. Kritik sosial dapat bertujuan sebagai kontrol dan sarana mengkomunikasikan gagasan-gagasan baru yang membongkar sifat konservatif dan status quo agar terjadi perubahan sosial (Akmal, 2015). Seiring dengan perkembangan teknologi maka kebebasan berpendapat mulai mengalami perubahan terutama dengan maraknya media sosial. Atas nama kebebasan berpendapat setiap orang merasa pendapatnya harus dihargai dan dihormati seperti apapun bentuknya. Padahal hidup dalam demokrasi bukan berarti bebas tanpa aturan (Dhahri & Khaer, 2019).

Komunikasi yang etis

Media sosial ibarat pisau bermata ganda. Di satu sisi media sosial berdampak positif bagi kehidupan manusia. Komunikasi antarpribadi lebih mudah dilakukan. Informasi bisa diperoleh dengan cepat, mudah dan murah. Nilai-nilai kemanusiaan yang positif juga cepat ditularkan melalui media sosial. Di sisi lain, media sosial turut serta membawa dampak negatif seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (hoax), kekacauan di masyarakat dan permusuhan antar kelompok. Oleh sebab itu, mental, akhlak, psikologi dan spiritual individu perlu dirawat dan dilindungi untuk menghadapi efek samping dari media sosial. Individu perlu memahami bagaimana menjadi seorang komunikator sekaligus komunikan yang cerdas dan bijaksana dalam menggunakan saluran komunikasi khususnya media sosial. 

National Communication Association (NCA) menyatakan bahwa komunikasi yang etis dapat meningkatkan nilai dan martabat manusia dengan mendorong kejujuran, keadilan, tanggung jawab, integritas pribadi, dan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, komunikasi yang etis juga perlu memperhitungkan kepedulian dan tanggung jawab untuk diri sendiri dan anggota masyarakat lainnya. Menurut NCA (dalam Surdu et al., 2021), individu dapat menciptakan komunikasi yang etis di semua saluran komunikasi dengan mengikuti prinsip-prinsip berikut ini: (1) Komunikasi dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, akurasi, kejujuran, dan alasan sebagai hal yang penting untuk integritas; (2) Komunikasi dilakukan untuk mendukung kebebasan berekspresi, keragaman perspektif, dan toleransi perbedaan pendapat untuk dicapai pengambilan keputusan yang terinformasi dan bertanggung jawab yang mendasar bagi masyarakat sipil; (3) Dalam berkomunikasi individu harus berusaha untuk memahami dan menghormati komunikator lain sebelum mengevaluasi dan menanggapi pesan mereka; (4) Komunikasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga, komunitas, dan masyarakat; (5) Dalam berkomunikasi perlu menciptakan iklim komunikasi kepedulian dan saling pengertian yang menghormati kebutuhan unik dan karakteristik komunikator individu; (6) Menghindari segala bentuk komunikasi yang merendahkan individu dan kemanusiaan melalui distorsi, intimidasi, pemaksaan, dan kekerasan, serta melalui ekspresi intoleransi dan kebencian; (7) Berkomitmen pada ekspresi berani dari keyakinan pribadi dalam mengejar keadilan dan keadilan; (8) Komunikasi  dapat dilakukan untuk berbagi informasi, pendapat, dan perasaan ketika menghadapi pilihan yang signifikan dan juga saat menghormati privasi dan kerahasiaan; (9) Komunikator bertanggung jawab atas konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang untuk komunikasi yang sudah mereka lakukan dan mengharapkan hal yang sama dari orang lain.

Secara khusus, ada juga yang disebut netiquette (etika di dunia online) yang bisa digunakan sebagai panduan dan kode etik universal yang memandu perilaku pengguna internet agar bisa berkomunikasi secara etis dengan pengguna internet lainnya. Setiap platform dan komunitas online memiliki netiquette masing-masing. Berikut ini adalah contoh netiquette dalam konteks pembelajaran daring di sebuah universitas.  
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Gambar 1.2. Netiquette dalam konteks pembelajaran daring

(Sumber: The College of Arts and Science, 2020)
Negara juga menjamin penyelenggaraan komunikasi yang etis di dunia maya melalui sejumlah perundang-undangan misalnya saja UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Komunikasi Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga telah merilis panduan praktis budaya dan etika berinternet yang terdiri dari modul digital skills, digital safety, digital ethics dan digital culture  yang dapat digunakan oleh masyarakat agar memiliki kecakapan digital (Yusuf, 2021).  

Karakteristik Generasi Z

Dalam sebuah jurnal yang berjudul “Media Literasi Bagi Digital Natives: Perspektif Generasi Z di Jakarta” disebutkan Prenskry (2001) telah membagi pengguna internet ke dalam dua kelompok, yakni kelompok digital immigrants (lahir sebelum teknologi ditemukan) dan kelompok digital natives (lahir setelah teknologi ditemukan). Selanjutnya, menurut Grail Research (dalam Rastati, 2018:63), dari beberapa generasi yang telah disebutkan di atas, generasi Z dapat disebut sebagai generasi pertama yang benar-benar menggunakan internet dan kemudian dikenal dengan sebutan generasi internet. Generasi Z lahir ketika teknologi telah tersedia sehingga generasi ini memiliki karakteristik yang gemar akan teknologi, lebih cerdas, fleksibel, dan toleran terhadap adanya perbedaan budaya (Rastati, 2018:63).

Generasi Z merupakan generasi yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga apabila dihadapkan dengan sebuah teknologi, mereka tidak perlu diajari (Mukhlis, 2015:5). Selain itu, generasi ini merupakan generasi yang memiliki pengaruh bagi komunitasnya. Hal ini disebabkan karena generasi Z akan mengungkapkan pengalaman mereka ke media sosial (Sladek & Grabinger dalam Rastati, 2018: 64). Hal inilah yang kemudian menunjukkan bahwa generasi Z adalah generasi yang paling sering menggunakan media sosial dalam berhubungan dengan orang lain, dibandingkan dengan generasi-generasi lainnya. Apalagi di masa pandemi COVID-19, generasi Z akan cenderung menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengonsumsi media sosial, karena adanya kebijakan/anjuran untuk membatasi interaksi sosial mereka di dunia nyata. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, media sosial dapat menjadi wadah alternatif untuk menampung aspirasi masyarakat, sehingga dapat menciptakan ruang publik dan mendorong terbentuknya negara demokrasi yang ideal (Juditha, 2016:2). 

Pemaknaan khalayak

Faktor kontekstual yang berupa identitas, latar belakang sosial, budaya dan persepsi akan mempengaruhi khalayak dalam membaca serta menciptakan makna teks media. (Angkawijaya, 2017). Hall menjelaskan bahwa ada dua “momen penentu” dalam setiap proses komunikasi yaitu encoding dan decoding. Encoding tejadi ketika produsen pesan (seperti jurnalis televisi atau podcaster) berhasil menyandikan pesan. Pembuat konten harus menempatkan ide atau peristiwa atau pengalaman dalam format yang akan bermakna bagi penonton. Sebelum pesan dalam proses komunikasi dapat menimbulkan efek (menghibur, menginstruksikan dan membujuk) untuk audiens, maka pesan tersebut harus dibuat menjadi wacana yang bermakna untuk audiens. Proses encoding inilah mengubah pengalaman dan ide menjadi wacana bermakna dalam konteks sosial, ekonomi dan budaya yang ada. Audiens kemudian menafsirkan pesan-pesan ini dalam konteks mereka sendiri. Hall menyebutnya sebagai proses decoding. Decoding merupakan praktik kreatif dan sosial. Kreatif karena penerima pesan membawa sumber daya kognitif dan asosiatifnya sendiri ke dekonstruksi pesan. Decoding juga disebut sebagai praktik sosial karena penerima juga diatur oleh struktur makna yang lebih besar seperti bahasa, norma komunitas, dan konvensi budaya.  

Nida (2019) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses encoding dan decoding pesan yaitu kerangka pengetahuan (frameworks of knowledge), relasi produksi (relations of production) dan infrastruktur teknis (technical infrastructure). Kerangka pengetahuan adalah ideologi, sudut pandang dan pengetahuan yang dimiliki oleh komunikator. Dalam proses encoding dan decoding pesan, kerangka pengetahuan tidaklah cukup. Ada relasi produksi yang berarti hubungan sosial yang ditopang oleh struktur kekuasaan dan dapat mempengaruhi proses pengkodean pesan. Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah infrastruktur teknis yaitu media atau channel komunikasi tempat pesan tersebut disebarluaskan. 

Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian lainnya yang serupa berjudul “Penerimaan Masyarakat Terhadap Kritik Sosial Dalam Video Speech Composing Karya Eka Gustiwana Di Youtube” oleh Angkawijaya, (2017) terletak pada subjek dan informan penelitian. Media yang dipilih oleh Masato Angkawijaya (2017) adalah video musik, yang mana dalam hal ini film dapat dikategorikan sebagai media massa (Cangara dalam Siregar, 2014:4). Video musik tersebut juga tidak menjadi kontroversi di masyarakat. Sementara, media yang dijadikan sebagai objek penelitian bagi penulis adalah unggahan di akun Instagram @jrxsid yang notabene adalah salah satu media digital (media baru). Selain itu, unggahan tersebut menjadi sebuah kontroversi di masyarkat dan dipermasalahkan secara hukum karena mengarah kepada hate speech. Informan dalam penelitian ini adalah kelompok generasi Z yang memiliki akun Instagram atau aktif menggunakannya, serta pernah melihat unggahan Jerinx tentang “IDI Kacung WHO.” Sedangkan terdapat dua kategori informan pada penelitian Masato yaitu kategori usia 18 – 25 tahun dan 46 – 65 tahun.

HASIL & DISKUSI
Hasil
Dalam tahapan pertama melakukan analisis resepsi yang dikemukakan oleh Jensen (dalam Fathurizki & Malau, 2018) adalah menganalisis preffered reading dari teks untuk mengetahui makna dominan yang ingin disampaikan oleh pembuat pesan. Peneliti menggunakan analisis semiotika Roland Barthes untuk menganalisis preffered reading konten yang diunggah oleh Jerinx di akun Instagramnya. 
Preffered reading dari unggahan Jerinx ditunjukkan melalui mitos yang ada di tabel 1.1. Unggahan tersebut merupakan realisasi dari faktor-faktor yang ada dalam proses encoding pesan. Pemilihan bahasa, simbol, dan kode yang digunakan dalam pesan yang dibuat Jerinx menjadi elemen-elemen yang mendominasi. Dengan demikian, ketika pesan ini disebarluaskan lewat fitur feed Instagram @jrxsid, maka interpretasi terhadap isinya menjadi sangat beragam dan bergantung kepada audiens sebagai penerima pesan. 

Tabel 1.1. Analisa Resepsi Posting akun @jrxsid
	Pesan yang dianalisa
	Makna Denotasi

	Makna Konotasi
	Mitos
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	1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): 

a. Kata “kacung” dapat diartikan sebagai ‘pesuruh, pelayan, atau jongos,’ yang biasanya merujuk pada anak laki-laki. 

b. Kata “ngawur” menurut KBBI adalah ‘acak, atau sembarang.’ 

c. Kata “stress” adalah bentuk tidak baku dari kata stres yang berarti ‘gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar; ketegangan.’ 

d. Kata “menyerang” merupakan kata kerja yang berasal dari kata dasar serang. Serang memiliki beberapa makna yakni: 1) Mendatangi untuk melawan (melukai, memerangi, dan sebagainya); menyerbu: 2) Menimpa (tentang bencana, penyakit, dan sebagainya); melanda; melanggar: 3) Menentang (seperti melancarkan kritik): 4) Menekan atau memberi serangan pada lawan (dalam olahraga tenis meja). Adapun berdasarkan

e. “Adu domba” dapat dikategorikan sebagai salah satu politik kotor, yang memiliki padanan makna dengan politik memecah belah atau devide et impera. kata kerja mengadu domba dapat dijelaskan sebagai predikat (yang dapat) ‘menjadikan berselisih (bertikai) di antara pihak yang sepaham; menarungkan (mempertarungkan, memperlagakan) kita sama kita.’

2. Emoji atau ikon tersebut ialah gambar “🐖” berwarna merah muda yang menyerupai bentuk hewan babi. Secara denotatif, babi dapat diartikan sebagai ‘binatang menyusui yang bermoncong panjang, berkulit tebal, dan berbulu kasar dan suka berkubang di lumpur untuk menurunkan panas tubuh sehingga dirinya menjadi nyaman.
3. Kata WHO merupakan akronim dari kata World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia). WHO dapat didefinisikan sebagai badan atau lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas sebagai koordinator kesehatan umum internasional atau penjaga kesehatan masyarakat global (bbc.com, 2020). Sementara itu, istilah CV19 merujuk pada virus corona jenis baru yang ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019 (kemkes.go.id, 2020). IDI merupakan singkatan dari Ikatan Dokter Indonesia, yang mana dalam Pasal 1 Poin (12) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dijelaskan sebagai organisasi profesi kedokteran di Indonesia. Sedangkan RS merupakan akronim dari kata Rumah Sakit yang menurut KBBI berarti ‘gedung tempat merawat orang sakit, menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan.’
	1. Pengelolaan krisis pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh instansi dan tenaga kesehatan masih dikendalikan oleh organisasi kesehatan asing.

2. Situasi pandemi COVID-19 dijadikan ajang permainan “kotor” oleh instansi dan tenaga kesehatan di Indonesia atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Penilaian atau pendapat ini muncul lantaran Jerinx (komunikator) sering mendapatkan laporan dari masyarakat–khususnya kelas menengah ke bawah–melalui Direct Message (DM) Instagramnya. Menurut penuturan Jerinx, warganet yang mengirimkan pesan daring pada akun Instagram pribadinya mengatakan bahwa mereka sulit mendapatkan pelayanan medis/kesehatan di masa pandemi COVID-19 karena adanya prosedur rapid test. Selain itu, unggahan ini juga dilatarbelakangi atas keresahannya karena sering membaca berita mengenai prosedur rapid test yang mempersulit para ibu hamil ketika mereka hendak menjalani proses persalinan. (Kumparan, 2020). 

3. Idiom babi memiliki konotasi negatif dapat diartikan sebagai simbol dari keraguan dan ketidakpastian (Syahriy Nurul Nisfu, 2020). Simbol tersebut juga dapat digolongkan ke dalam jenis metafora binatang (Animal Metaphor), yang dapat digunakan untuk membandingkan antara seseorang (sesuatu yang dimaksud) dengan hewan tertentu (dalam hal ini babi) baik karena sifat maupun perilakunya (Wahyuningtyas, 2019: 9). 
	Masyarakat bisa sebebas-bebasnya menyampaikan kritik mengenai situasi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan kesehatan dengan menggunakan media sosial miliknya. 




Dominant reading: Kritik sosial di media sosial dapat dilakukan sebebas-bebasnya karena merupakan wujud dari demokrasi dan imbas dari sistem konglomerasi media. 

Audiens yang melihat unggahan tersebut akan berusaha memaknai atau melakukan proses decoding. Proses decoding ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama dengan proses encoding. Hal ini menyebabkan perbedaan interpretasi antara beberapa orang audiens terhadap konten di akun Instagram @jrxsid adalah suatu hal yang wajar. Pengalaman sosial, ekonomi, dan politik serta kerangka pengetahuan dapat menyebabkan satu pesan menghasilkan banyak makna. Struktur makna yang dibuat oleh Jerinx pada proses encoding tidak otomatis sama dengan makna yang ditangkap oleh audiensnya. Seperti yang diungkapkan oleh Hall (dalam Shaw, 2017), “Encoding dan decoding mungkin saja terjadi tidak sama persis”

Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua pemaknaan yang muncul mengenai konsep kebebasan berekspresi.  Pemaknaan yang pertama adalah dominant reading yang dimiliki oleh informan 2. Unggahan yang dibuat oleh Jerinx dianggap sebagai kebebasan berekspresi. Dimana merujuk pada artikel yang dipublikasikan amnesty.id (2021), kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai hak bagi setiap individu untuk mencari, menerima, serta menyebarluaskan informasi dan gagasan mereka dalam bentuk apapun, dan juga dengan cara apapun. Dalam hal ini, kebebasan berekspresi dapat dipahami sebagai kebebasan yang disampaikan baik secara lisan, tulisan, audiovisual, ekspresi budaya, artistik, atau bahkan politik (amnesty.id, 2021). 

Kebebasan berekspresi itu ketika seseorang bisa melakukan apa yang dia inginkan, dia sukai, tanpa memikirkan apa yang ada dalam pikiran orang lain dan juga apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya intinya orang bisa seneng aja melakukan apa yang dia suka. Tapi nggak peduli sama orang lain. Mau orang lain nggak suka, ataupun orang lain tersinggung, intinya dia melakukan apa yang dia lakukan aja, gitu. (informan 2, 22 tahun, tertarik dengan bidang olahraga, mengikuti isu perkembangan COVID-19 di Indonesia)

Dalam ranah komunikasi digital, ekspresi dan opini masyarakat di media sosial merupakan wujud dari budaya partisipatif (participatory culture).  Budaya partisipatif adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut keterlibatan pengguna, audiens, dan konsumen dalam penciptaan budaya dan konten. Contohnya adalah pengeditan bersama artikel di Wikipedia, pengunggahan gambar ke Facebook, pengunggahan video ke YouTube dan pembuatan pesan singkat berupa teks, audio, video di Twitter dan Instagram. Budaya partisipatif seringkali bertentangan dengan media massa dan model penyiaran konvensional seperti surat kabar, radio dan televisi. Dalam model penyiaran konvensional terdapat satu pengirim (komunikator) dan banyak penerima (komunikan). Budaya partisipatif mengakibatkan budaya dan masyarakat menjadi lebih demokratis karena pengguna dan audiens dimungkinkan untuk memproduksi budaya sendiri. Tidak hanya pasif menonton dan mendengarkan saja (Fuchs, 2014). 

Teknologi media baru yang terkait dengan Internet telah berkontribusi pada transformasi pasar media. Salah satu aspek yang paling signifikan dari transformasi ini adalah perubahan peran audiens. Saat ini, audiens dapat berperan sebagai produsen konten, yang mampu membuat dan mendistribusikan konten yang dapat memberikan nilai signifikan bagi audiens lainnya.  Artinya, pengguna media sekarang secara teratur dapat memproduksi dan mendistribusikan konten yang menjangkau dan dikonsumsi oleh khalayak (Lowe & Brown, 2015).  Informan 2 juga menyampaikan bahwa idealnya tidak perlu ada pihak yang merasa tersinggung dengan unggahan Jerinx. Hal ini disebabkan karena era digital seperti sekarang memungkinkan setiap individu bisa menjadi warga negara yang aktif menyuarakan pendapatnya di media sosial. Informan 2 beranggapan   bahwa unggahan Jerinx tentang IDI merupakan murni kebebasan berekspresi dan merupakan wujud nyata perubahan peran audiens pengguna media massa. 

Informan 2 menambahkan jika unggahan Jerinx tentang IDI adalah bentuk kebebasan bereskpresi yang berupa kritik sosial karena dua alasan, yaitu: 

a.
Ekspresi Jerinx belum tentu benar ataupun salah. Itu hanyalah opini dari satu pihak saja. Perlu ada investigasi mendalam dan penjelasan tambahan tentang unggahan tersebut. Informan 2 justru menganggap unggahan IDI kacung WHO mengandung informasi yang konspiratif dan bisa menimbulkan banyak makna jika tidak dicari kebenarannya. Hal itu tidak dipermasalahkan oleh informan 2 karena Jerinx menulis opini pribadinya di media sosialnya sendiri. 

… Itu sebenernya terlalu konspiratif sih, kalau menurutku. Yang dibicarakan sama si Jerinx. Karena kita nggak tahu apakah benar IDI sebenernya kacung WHO, atau, kita juga bisa mikir bahwa IDI tu kacung dari pejabat yang lain, tapi bukan dari WHO. Atau bisa jadi, IDI itu apa namanya eee mengambil keputusan yang salah sampai sekarang ini. Tapi tanpa didasari bahwa mereka kacung. Jadi mereka rapat tapi keputusan yang diambil salah. Karena sangat amat banyak kemungkinan yang terjadi gitu kalau menurutku. Sah-sah saja sih, dia menulis itu. Toh itu juga media sosialnya dia.  (informan 2, 22 tahun, tertarik dengan bidang olahraga, mengikuti isu perkembangan COVID-19 di Indonesia)

Pernyataan informan 2 menyiratkan karakteristik media sosial yang berbeda dengan media massa konvensional. Media sosial sifatnya terbatas sehingga pesan yang disampaikan tidak mungkin mendalam. Richardson dan Laville (2010:64) mendefinisikan Instagram sebagai microblog yang memungkinkan pengguna mengunggah pesan (teks, gambar, video dan audio) di ruang yang sangat terbatas. Unggahan microblog adalah bentuk user-generated content yang memiliki efek menarik. Pengguna bisa menggunakan singkatan kata atau mengubah ejaan kata sehingga pesan mereka dapat masuk ke dalam ruang yang ditentukan dan terbatas. Apa yang dilakukan pengguna ini bisa menimbulkan efek yang singkat dan ambigu (Carter et al., 2013). 

b.
Ekpresi Jerinx adalah ekspresi kelompok minoritas yang tidak disuarakan di media massa konvensional.  Opini Jerinx tidak sama dengan opini mayoritas yang muncul di media massa konvensional. Menurut informan 2, media massa konvensional tidak pernah memberitakan buruknya penanganan COVID 19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan instansi kesehatan. Menurutnya media massa konvensional masih “bermain aman” dengan menghindari memberikan penilaian baik dan buruk. Hal ini menyebabkan apa yang diunggah Jerinx menjadi sebuah konspirasi . Padahal Jerinx hanya menyuarakan bahwa ada sebuah konspirasi di balik penanganan COVID 19 di Indonesia. 

Masalahnya, kalau si Jerinx ini yang dia bicarakan ini adalah hal-hal yang menurut saya konspirasi ya. Nah, kalau konspirasi, kayaknya media nggak mungkin menulis itu. Jadi kalau menurut saya si Jerinx agak susah kalau mau membicarakan tentang konspirasi. Karena ya itu tadi, medianya nggak menulis tentang konspirasi, yang diomongkan sama Jerinx adalah konspirasi. (informan 2, 22 tahun, tertarik dengan bidang olahraga, mengikuti isu perkembangan COVID-19 di Indonesia)

Media sosial dianggap sebagai media alternatif karena media sosial dapat menampung dan memfasilitasi opini dan ekspresi masyarakat yang tidak dapat dipublikasikan oleh media massa konvensional. Ross Tapsel (dalam Kurniawan, 2020) menerangkan bahwa kaum oligarki sebelumnya menguasai industri media massa. Dominasi oligarki runtuh dengan hadirnya reformasi dan revolusi digital . Pada masa sebelum revolusi digital, realitas dikonstruksi oleh para pemilik media dengan kekuatan uang dengan media massa yang bercorak satu arah (media massa konvensional). Media massa yang seharusnya dapat menjadi watch dog (mengawasi dan mengkritisi) pemerintah akan terbatasi oleh konglomerasi media. Khumairoh (2021) menyebutkan konglomerasi dalam media adalah ketika perusahaan media saling bergabung menjadi perusahaan yang lebih besar yang membawahi banyak media termasuk jenis-jenis media yang beragam sebagai bagian dari bisnisnya. Menurut Karman (2014), dalam industri media di Indonesia terdapat 13 perusahaan media yang membawahi berbagai media cetak, elektronik, radio dan portal berita online yaitu: (1) MNC Group; (2) Kompas Gramedia Group; (3) Elang Mahkota Teknologi (EMTEK); (4) Mahaka Media; (5) CT group; (6) Berita Satu Media Holdings/Lippo Group; (7) Media Group; (8) Visi Media Asia (Bakrie & Brothers); (9) Jawa Pos Group; (10) MRA Media; (11) Femina Group; (12) Tempo Inti Media; (13) Media Bali Post Group (KMB)

Konglomerasi media membuat tidak adanya keberagaman isi siaran dan keberagaman kepemilikan. Media akan cenderung memihak kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Hal ini tentu saja berimbas kepada adanya keseragaman opini publik dan sedikitnya ruang bagi hak dan kepentingan khalayak untuk bisa memberikan opini-opini atau bahkan kritik sosial. 

Kini di era digital, informasi sebagai pembentuk realitas bukan lagi keistimewaaan tunggal yang hanya dipegang oleh pemilik kapital ekonomi. Melalui media sosial, setiap orang bisa memperoleh hal yang dikehendakinya tanpa sensor pemilik kapital. Termasuk ketika individu biasa hendak memperoleh keadilan melawan institusi, organisasi dan pemerintah. Andriana (2013) menulis bahwa demokrasi deliberatif adalah sebuah system politik dimana masyarakat sipil dapat memperkuat demokrasi dan mengkritik lembaga pemerintah yang berjalan tidak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Computer Mediated Communication (CMC) dianggap sebagai alternatif dari saluran komunikasi yang telah dimonopoli oleh kekuatan ekonomi dan politik. Hal ini disebabkan karena kemampuan CMC untuk merevitalisasi kembali demokrasi yang berpusat pada rakyat melalui user generated content.

Negotiated reading: Cara menyampaikan kritik sosial di media sosial perlu dilakukan secara etis 

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya membawa dampak positif tapi juga dapat menimbulkan masalah-masalah sosial, politik, budaya, hukum dan moral. Misalnya saja, pemenggalan pembicaraan, kata-kata atau kalimat dari seseorang bisa mengubah makna pembicaraan secara utuh. Setiap individu bisa dengan mudah mengubah, memotong, dan memodifikasi percakapan atau wawancara seseorang lalu mengunggahnya di media sosial. Kehadiran media sosial mengubah cara individu ntuk memproduksi informasi dengan memunculkan “aktor baru” dalam industri informasi. “Aktor baru” ini adalah influencer dan selebriti yang memiliki pengaruh dan jumlah pengikut yang fantastis. Ada juga buzzer yang memang sengaja dibayar untuk mempromosikan sebuah pandangan tertentu. “Aktor baru” tidak memiliki kode etik, peraturan atau etika profesional seperti yang dimiliki pers atau media massa tradisional sebagai pemain lama dalam industri informasi. Sisi positifnya adalah masyarakat memang dihadapkan dengan lebih banyak pilihan informasi. Di sisi lain, “aktor baru” dapat dengan mudah membuat informasi yang sesuai dengan kepentingannya sendiri tanpa dimintai pertanggung jawaban seperti media massa tradisional. Oleh sebab itu, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seharusnya seimbang dengan kemajuan moralitas individu di masyarakat. 

Chang (2018) menulis bahwa etisitas moralitas adalah berada bersama manusia lain dengan menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati. Sekalipun setiap orang bebas berpendapat, kebijaksanaan dalam menuliskan sebuah pesan juga sama pentingnya. Kebebasan di media sosial adalah kebebasan yang perlu dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, khalayak yang mengonsumsi pesan dan masyarakat luas. Oleh sebab itu, kebebasan dalam konteks ini tidak hanya memperhatikan keinginan dan kepentingan diri sendiri tapi juga perlu mempertimbangkan keadaan orang lain yang akan membaca atau mendengarkan pesan yang dikomunikasikan. Ada tiga dimensi utama kegiatan dalam dunia komunikasi yaitu: 

a.
Dalam berkomunikasi, komunikator perlu menjunjung tinggi nilai kebenaran dengan cara mengatasi segala bentuk manipulasi dan ideologisasi yang tersembunyi. 

b.
Dalam berkomunikasi, komunikator memiliki tanggung jawab untuk membentuk mentalitas masyarakat yang positif. Seorang komunikator harus secara bijaksana memilah-milah informasi mana yang sesuai dengan kebutuhan khalayak dan tidak melanggar batas-batas kerahasiaan (bersikap profesional).

c.
Dalam berkomunikasi, komunikator memiliki tanggung jawab untuk mendidik khalayak dalam mencerna dan menanggapi informasi yang disebarluaskan.  


Informan 4 sebagai pengguna Instagram yang tidak aktif melihat bahwa masyarakat memang bisa sebebas-bebasnya mengekspresikan pendapat atau opininya di media sosial tapi dengan syarat tertentu. Masyarakat di era digital bisa mengkritik kinerja pemerintah dengan lebih leluasa karena adanya media sosial. Tapi kebebasan mengkritik tetap diatur dengan aturan-aturan tertulis maupun tidak tertulis. Misal ada UU ITE (Informasi Transaksi Elektronik) atau etika yang tidak tertulis. Dengan kata lain kebebasan yang tetap menggunakan aturan. Jika bebas mengkritik di media sosial tanpa aturan maka akan berujung menjadi ujaran kebencian (hate speech).  

Saya yakin dalam mengkritik mau itu offline atau online pasti harus beretika. Ada aturannya. Kayak UU ITE atau etika tidak tertulis. Nanti kalau enggak jadinya kayak yang orang-orang bilang….apa tuh…. hate speech (informan 4, 20 tahun, bukan pengguna aktif Instagram)

Istilah hate speech dapat diartikan sebagai ujaran kebencian, ucapan kebencian, atau kata-kata kebencian yang dapat ditemui di media sosial (Anis, 2020:120). Adapun menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kata “kebencian” dapat merujuk pada dua hal, yakni 1) informasi yang bertujuan untuk menimbulkan permusuhan dan; 2) perbuatan menyebarkan kebencian. Sementara itu, berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 pada nomor 2 poin (f), perbuatan hate speech dapat berupa: 1) penghinaan; 2) pencemaran nama baik; 3) penistaan; 4) perbuatan tidak menyenangkan; 5) memprovokasi; 6) menghasut dan; 7) penyebaran berita bohong. 

Informan lainnya seperti informan 3 mengungkapkan bahwa unggahan IDI kacung WHO merupakan bentuk kebebasan berekspresi karena menggambarkan ironi dan situasi yang dialami oleh pasien seperti ibu hamil. Hanya saja, cara penyampaiannya salah karena tidak sopan, tidak sesuai aturan dan emosional. Seperti halnya informan 3, informan 1 juga menganggap bahasa yang digunakan tidak sopan dan seolah-olah menuduh tanpa bukti.  

Cara dia mengungkapkan pendapatnya itu menurut saya kurang apa ya, kurang baik dan kurang sopan masuk telinga gitu lho. Walaupun itu apa ya kebebasan pendapat, kayaknya tu nyebut IDI Kacung WHO tu kan nek menurut saya itu kurang bagus. Apalagi walaupun, kalau memang benar IDI itu kacung WHO, tapi dokter-dokter yang saat ini ada di Indonesia kan juga, mereka juga udah berjuang gitu lho. Buat nyembuhin baik orang- orang yang terkena COVID, maupun mereka yang terkena penyakit lain. Gitu. Jadi menurut saya kurang pantes aja kalau si Jerinx nyebut dokter itu kacung. (informan 1, 20 tahun, tertarik dengan isu lingkungan dan politik, aktif menggunakan Instagram)

Informan 4 bahkan mengkhawatirkan apa yang diunggah Jerinx dapat memicu perpecahan di masyarakat. Hal ini disebabkan karena dua alasan yaitu posisi Jerinx sebagai artis yang memiliki jumlah pengikut yang banyak di Instagram (lebih dari 56.000) dan unggahan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. 

… Jerinx kan, ini ya, apa... dia kan punya pengikut, dia kan public figure yang banyak disorot media, dia punya pengaruh lah, dia public figure. Dan menurutku ketika dia mengatakan seperti itu, tidak hanya itu bisa menimbulkan apa ya, provokasi, ataupun keributan yang sebenarnya tidak diperlukan dan kemudian bisa menyebarkan hoax-hoax yang mana banyak masyarakat yang gampang terpengaruh dengan hal seperti itu gitu lho. Padahal, apa yang dia katakan itu tidak terbuk... apa... tidak terbukti gitu lho. (informan 4, 20 tahun, bukan pengguna aktif Instagram)

Menurut Goldenberg, Jacob, Donald Lehmann, Daniela Shidlovski (2006) Instagram adalah platform yang paling banyak digunakan oleh para pemimpin opini (influencer) karena rasa kedekatan yang dihasilkan dan keterlibatan komunitas yang lebih tinggi dibandingkan media sosial lain. Pemimpin opini dapat berupa orang-orang dengan pengetahuan luas tentang topik tertentu (ahli) atau yang memiliki banyak koneksi dengan orang lain (penghubung sosial). Jadi, seorang selebritas bisa berfungsi sebagai stimulus bagi masyarakat yang pada gilirannya dapat menghasilkan pengaruh besar pada efektifitas tersampaikannya informasi. Shofiyah (2011) menjelaskan bahwa pemimpin opini dapat mendukung dan menghambat program pembangunan. Hal ini bergantung pada sikap pemimpin opini tersebut. Pemimpin opini dapat memotivasi masyarakat guna mendukung program pembangunan atau bisa jadi meremehkan program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. 

Dalam beberapa sisi pemimpin opini digambarkan sebagai sosok yang positif tetapi juga bisa digambarkan berperilaku manipulasif, mengontrol dan memaksa (pemimpin opini yang destruktif) (Sulistyanto & Jamil, 2021). Unggahan Jerinx dianggap dianggap terlalu “meledak-ledak” oleh informan 1. Hal ini dilihat sebagai stimulus negatif karena dapat memanipulasi masyarakat yang membacanya. Jerinx sebagai seseorang yang memiliki pengaruh karena statusnya sebagai musisi legendaris dan aktivis seharusnya bisa mendorong hal-hal yang positif di masyarakat bukannya menimbulkan kekacauan dan perpecahan. Akun Instagramnya dengan 125.000 pengikut bisa digunakan untuk melawan misinformasi mengenai rapid test selama masa pandemi COVID-19. 


Bahkan informan 3, menjelaskan bagaimana seharusnya Jerinx menyampaikan kritik sosial agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan sesuai dengan koridor budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 

… Yang bagus itu gimana? Ya dia menggunakan kata-kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah ataupun etika kritik gitu lho. Jadi jangan sampai nanti kritik kita itu justru menyinggung orang-orang yang kita kritik. Misalkan dengan bahasa yang halus. … jadi lebih ke penataan bahasa saja sih Mba kalau menurutku. Eee kalau misalkan kita mau melakukan kritik, misalkan jangan menggunakan kata-kata yang cenderung mendeskridiitkan seperti dengan kata “kacung” atau dengan “jongos” dan lain sebagainya tu sebaiknya dihindari kalau mau melakukan kritik. (informan 3, mahasiswa, 21 tahun, tertarik dengan isu demokrasi dan mengikuti informasi seputar COVID-19 dari akun resmi Pemerintah)

Berkaitan dengan hal ini, informan 1 menyampaikan pemahaman mereka mengenai konsep kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Kebebasan berekspresi adalah jaminan perlindungan dan sejumlah aturan yang diberikan kepada setiap orang untuk menyuarakan pendapatnya meskipun pendapatnya berbeda dengan pendapat kebanyakan orang. Setiap warga negara bisa memiliki pendapat yang berbeda asalkan disampaikan dengan cara yang sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia sebagai negara hukum. Lebih lanjut lagi, informan 3 juga mengutarakan pendapat yang serupa. Kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa dibatasi oleh suatu peraturan apapun. Kebebasan berekspresi dalam ruang lingkup negara demokrasi harus tetap dibatasi dengan aturan yang ada kebebasan berekspresi. Dengan begitu, pendapat yang disampaikan di media sosial tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak merugikan orang lain. 

Kalau secara general, kebebasan berekspresi bagi saya itu ya memang sudah menjadi hak bagi setiap orang, mempunyai kebebasan berekspresi. Terlebih lagi, negara kita ini kan menggunakan eee sistem demokratis ya. Artinya setiap warga negara di sini memiliki hak untuk mengekspresikan apa yang menjadi uneg-uneg nya dia gitu. Apakah dia mau melalui media online ataupun dia secara langsung, gitu. Akan tetapi kebebasan di sini, itu juga memiliki peraturan-peraturan tersendiri. Terlebih lagi negara kita yang menggunakan demokrasi Pancasila. Artinya kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi tu walaupun judulnya bebas akan tetapi sudah diatur. Sudah ada yang ngatur lebih dalam lagi supaya nanti tidak terjadi konflik antar sesama warga negara. Artinya kebebasan yang sudah diatur dengan hukum. Bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Apalagi di negara kita yang negara Pancasila ini berbeda dengan demokrasi liberal yang memang lebih bebas. (informan 3, mahasiswa, 21 tahun, tertarik dengan isu demokrasi dan mengikuti informasi seputar COVID-19 dari akun resmi Pemerintah)

Berkomunikasi di era digital menuntun sikap komunikator yang lebih bijaksana dan hati-hati supaya proses komunikasi tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan pihak-pihak lain di masyarakat. Kebijaksanaan dalam berkomunikasi selalu terkait dengan pemilihan kata-kata yang tepat dan tidak provokatif untuk mencegah timbulnya efek samping yang merugikan kehidupan bersama sebagai sebuah masyarakat. Setiap pengguna media sosial bertanggung jawab atas setiap kata, kalimat, video dan foto yang diunggah di halamannya. Hal ini berkaitan dengan prinsip komunikasi “komunikasi bersifat irreversible”. Gamble & Gamble (2013) menjelaskan bahwa komunikasi yang sudah dilakukan tidak bisa dihapus layaknya menekan tombol delete di komputer. Setelah kita mengatakan atau melakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain, kita tidak bisa menghapus dampaknya. Oleh sebab itu, perlu adanya kesadaran akan tanggung jawab dan penggunaan akal sehat pada setiap individu pengguna media sosial. Harapannya adalah dapat membentuk sikap dewasa dalam berkomunikasi dan penggunaan media sosial yang proporsional. Kritik sosial sebagai bentuk kebebasan berekspresi di media sosial pada dasarnya adalah kebebasan yang mendukung terciptanya kemanusiaan yang lebih bijaksana dan cerdas.
SIMPULAN
Penelitian ini menemukan bahwa setiap informan menempati dua posisi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini membuktikan bahwa khalayak berperan aktif dalam memaknai pesan media. Pesan yang disampaikan melalui unggahan “IDI Kacung WHO” di akun Instagram @jrxsid tidak diterima sepenuhnya oleh penonton. Penerimaan generasi Z lebih banyak pada posisi negotiated daripada dominant-hegemonic. Unggahan “IDI Kacung WHO” merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang berupa kritik sosial, hanya saja cara penyampaian kritik yang dilakukan oleh Jerinx tidak etis. Oleh sebab itu unggahan tersebut menjadi kontroversi dan bermasalah secara hukum dan dilaporkan sebagai bentuk ujaran kebencian (hate speech). Dalam penelitian tidak ditemukan informan yang berada pada posisi oposisi.
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